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WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR -16 TAHUN2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin, perlu dilakukan evaluasi terhadap
akuntabilitas kinerja tersebut oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

^ lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembar Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pementukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembar Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
l<mJ instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencaapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggujawaban secara periodik.

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses
penyelenggaraan pertanggungjawaban SKPD yang saling
berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri dari
kegiatan Penyusunan Rencana Strategy SKPD, Penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pemantauan dan
Pengamatan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi,
pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta
pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah
sebagai salah satu syarat terciptanya kepemerintahan yang

i j baik dan terpercaya.

8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat LAKIP adalah media
pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja
instansi Pemerintah.

9. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang
ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan
akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah.

10.Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis kritis, penilaian
yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan
permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan
peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.



BAB II

RUANG LINGKUP EVALUASI

Pasal2

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi
Evaluasi atas implementasi SAKIP dan Evaluasi atas kinerja
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal3

(1) Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 mencakup evaluasi atas
komponen Rencana Strategi, Rencana Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja.

(2) Tahapan/langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi
atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada

m ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Evaluasi atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilakukan dengan metode reviu kinerja
dan metode evaluasi kinerja SKPD secara lebih
mendalam.

(2) Metode reviu kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi reviu indikator kinerja dan reviu atas
pencapaian sasaran.

u

(3) Metode evaluasi kinerja SKPD secara lebih mendalam
sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi evaluasi
terhadap pencapaian Sasaran Strategik beserta indikator
kinerjanya dan evaluasi terhadap kinerja program dan
kegiatan yang terkait dengan sasaran strategik.

(4) Langkah kerja evaluasi kinerja SKPD tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.



BAB III

PELAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

Pasal 5

(1) Evaluasi SAKIP akan menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi
(KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

(2) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun secara sistematis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

(1) Seluruh SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi
{^j Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

(2) Tindak Lanjut Rekomendasi LHE sebagaimana
dimaksud ayat (1) dimonitor oleh Inspektorat Kota
Banjarmasin.

(3) SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi LHE

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

^J
Inspektorat Kota Banjarmasin sebagai Instansi yang
berfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan
pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan kebijakan
evaluasi SAKIP yang menyangkut ruang lingkup dan
luasnya evaluasi SAKIP yang akan dilaksanakan pada
setiap tahun.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka
Peraturan Walikota sebelumnya tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal _ Haret 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2016

Pit. sekretarkTdae BANJARMASIN

H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 16


